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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

 
Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, 
nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket 
pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang 
dikeluarkan Pemerintah dengan mempertimbangakan aspek-aspek internal 
dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi 
keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. 
 
Rencana Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta yang 
selanjutnya disebut BKP Kelas  II Yogyakarta  ini disusun dalam rangka 
mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran 
berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan 
amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN). 
 
Renstra BKP Kelas  II Yogyakarta merupakan salah satu wujud operasional 
dari visi, misi dan strategi Kementrian Pertanian. Oleh karena itu Renstra 
BKP Kelas  II Yogyakarta merupakan satu kesatuan dari Renstra 
Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang 
dalam rencana Pembangunan Jangka menengah nasional ( RPJMN 2010  
2014 ). 
 
Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 
Ikan, Tumbuhan Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa 
salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati 
hewan, ikan, tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan . 
BKP Kelas  II Yogyakarta ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan 
tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan 
perundanagn yang berlaku. 
 
Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan 
harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk 
memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik 
dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah 
dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Renstra BKP 
Kelas  II Yogyakarta. 
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Dokumen Rencana Strategi selanjutnya akan menjadi pedoman dalam : 
a. Penyusunan rencana kinerja (performance plan); 
b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan dan budget); 
c. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement); 
d. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan 

BKP Kelas  II Yogyakarta; dan 
e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). 
 

1.2. KONDISI UMUM 
 
1.2.1. TUGAS , FUNGSI DAN PERAN 
 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
22/Permentan/OT.140/4/2008  tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja 
Karantina Pertanian, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 
merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, 
mempunyai tugas pokok melaksanakan   kegiatan operasional 
perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan 
hayati hewani dan nabati di tempat pemasukan / pengeluaran dan/ atau 
di luar tempat pemasukan/ pengeluaran. 

 
Ruang lingkup kegiatan: 
Pelayanan jasa karantina pertanian dengan tujuan untuk: 
a. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan 

organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri 
ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

b. Mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan 
organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari area ke area 
lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

c. Mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dari 
wilayah negara Republik Indonesia. 

d. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari 
wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan 
menghendakinya. 

e. Melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 
 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan dalam rangka pencapaian tujuan 
tersebut diatas maka BKP Kelas II Yogyakarta menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut:  
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a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; 
b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media 
pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme 
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);  

c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 
d. Pelaksanaan pembuatan  koleksi HPHK dan OPTK; 
e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 
f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan 

tumbuhan; 
g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan 

keamanan hayati hewani dan nabati; 
h. Pelaksanaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik 

karantina hewan dan tumbuhan; 
i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan, bidang karantina 
tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; 

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
 
Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas 
dan untuk lebih mempercepat pembangunan karantina pertanian menuju 
visi , misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, berpedoman pada 6 
pilar kebijakan dan rencana strategis yaitu : 
 
a. Peningkatan infrastruktur  
b. Peningkatan kelembagaan  
c. Pengembangan teknologi informasi  
d. Penguatan SDM  
e. Penguatan peraturan perundang-undangan dan sistem 

perkarantinaan, dan 
f. Public Awarenes 
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Struktur Organisasi 
Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 

 

 
 
 
 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha 
dan rumah tangga. 
 
Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian  
pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati 
hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan 
dokumentasi. 
 
Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian  
pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan 
hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan 
dokumentasi. 
 
 
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Seksi Karantina 
Hewan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Seksi Karantina 
Tumbuhan 
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Kelompok Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner 
mempunyai tugas: 
a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media 
pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) 

b. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK; 
c. Pelaksanaan pembuatan  koleksi HPHK; 
d. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani; 
e. Melakukan kegiatan fungsioanal lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
 
Kelompok Jabatan Fungsional Organisme Pengganggu Tumbuhan 
mempunyai tugas: 
a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media 
pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) 

b. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK; 
c. Pelaksanaan pembuatan  koleksi OPTK; 
d. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati; 
e. Melakukan kegiatan fungsioanl lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 
Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta berkedudukan di 
Yogyakarta - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah 
kerja:  
a. Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta; 
b. Bandar Udara Adisumarmo Solo; 
c. Kantor Pos Yogyakarta 

 
B. PERAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS  II YOGYAKARTA 

 
1.  Peran Dalam Sistem Perlindungan  

Sesuai UU No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 
Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan 
atau tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan 
menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian 
sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. 
 
Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 
ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, 
diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara 
Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, 
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dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan 
HPHK dan OPTK. Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan 
menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, 
keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan 
nasional. 
 
Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa 
salah satu strategi  di dalam melindungi kelestarian sumberdaya alam 
hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “ Penyelenggaraan 
Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan” 
 
Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan adalah : 
a. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPPHK) dan 

organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke 
area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia; 

b. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar 
negeri; dan  

c. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari 
wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila 
dipersyaratkan oleh Negara tujuan. 

 
Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang 
lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi : 
a. Persyaratan Karantina; 
b. Tindakan Karantina; 
c. Kawasan Karantina; 
d. Jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarnya; dan 
e. Tempat – tempat pemasukan 
 
Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan 
orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, 
tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya 
yang dilalu-lintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu 
yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat diterapkan menjadi 
media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme 
pengganggu tumbuhan 
 
Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian 
sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini 
mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan 
semata-mata ditujukan untuk melindungai kelestarian sumberdaya alam 
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hayati hewan, ikan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit 
hewan karantina, hama dan penyakit karantina atau organisme 
pengganggu tumbuhan karantina,dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya. 
 
Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya 
alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, 
gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, 
serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk 
dicegah masuk dan menyebar. 
 
Ancaman yang secara global telah didefinisikan dapat dikendalikan 
efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain adalah : 1) 
Ancaman terhadap kesehatan hewan dan Tumbuhan; 2) Invassive 
Species; 3) Penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) Pangan yang tidak 
sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasikan keamanannya; 
6) Kelestarian Plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) Hambatan 
teknis Perdagangan, dan 8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian 
Nasional. Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik 
agar tidak masuk dan menyebar kedalam negeri melalui kegiatan 
pemeriksaan dan sertifikasi karantina 
 

2. Peran Dalam Perdagangan Internasional 
 
Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia 
yang disebut World Trade Organization – WTO,dalam implementasinya 
organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan 
dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. 
Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain, yaitu : 
a. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
b. Agreement on trade Related Aspects of intellectual Property Rights 

(TRIPS); 
c. Agreement on Aplication of sanitary and Phytosanitary Measure (SPS) 
 
SPS – Agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur 
tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan 
tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan 
perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat 
secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya. 
 
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO, yang 
telah menyepakati program berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi 
melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Oleh karena itu Negara 
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Indonesia berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebutt. 
Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan 
yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasanya 
telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan 
merupakan wujud pelaksanaan kewajiban internasional. 
Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan 
internasional maka peran BKP Kelas  II Yogyakarta adalah:  
a. Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor 

yang ditetapkan ditempat pemasukan dalam upaya tindakan 
perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan 
lingkungan; 

b. Memfasilitasi ekspor komoditas Pertanian melalui pemeriksaan, audit, 
verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar tetap dalam koridor 
perjanjian SPS; 

c. BKP Kelas  II Yogyakarta ditetapkan sebagai  ‘ Notification body’ dan 
‘National Enquiry Point’ SPS, peran tersebut merupakan salah satu 
bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi 
internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan. 

d. Peran Karantina dalam mewujudkan Pertanian menjadi basis 
perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM II 2010  2014 ) 

 
Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas 
Pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat baik 
domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang 
ditunjang oleh komoditas Pertanian, dan kontribusi pada perdagangan 
serta pasar internasional ditentukan oleh banyak faktor, beberapa faktor 
utama antara lain : 
a. Kualitas dan kontinyuitas Pertanian itu sendiri, yang didukung oleh 

informasi tata kelola pemerintahan yang baik (SPI/SOP,dll); 
b. Kemampuan promosi dan negosiasi instansi terkait dengan prinsip 

saling menguntungkan; 
c. Keberadaan dan status penyakit. 
 
Salah satu faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah 
keberadaan/ status penyakit, yang berkaitan dengan prevalensi hama 
dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan disuatu 
area/kawasan, sistem survaylans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan 
sistem pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan 
dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta 
status penyakit disuatu area, antara lain yaitu: 
a. Globalisasi perdagangan; 
b. Keberadaan media pembawa hama dan penyakit; 
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c. Industrialisasi/intensifikasi pertanian 
d. Kelayakan sistem perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner nasional. 
e. Daya tahan genetik dari hewan dan tumbuhan,dan 
f. Kemampuan dan kualifikasi SDM dibidang kesehatan hewan dan 

tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang. 
 
Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya 
saing komoditas Pertanian adalah : 
a. Mempertahankan dan meningkatkan status bebas, dan mempersempit 

dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana 
diketahui bahwa status penyakit suatu negara merupakan hal yang 
paling strategis dan menentukan dalam penentuan posisi 
perdagagangan internasional produk-produk pertanian 

b. Menyampaikan laporan ‘Pest List’, kejadian, keberadaan serta status 
penyebaran hama  dan penyakit tumbuhan kepada Pusat Karantina  

c. Melakukan audit, verifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi karantina 
ekspor untuk menjamin kesesuaian persyaratan teknis Negara 
pengimpor yang telah disepakati,sehingga akses pasar ekspor tidak 
terganggu karena adanya penolakan kiriman barang ekspor 
(Notification of non Compliance). 

 
Fungsi utama diperankan BKP Kelas II Yogyakarta adalah berhubungan 
dengan menjamin tersedianya suplay yang cukup, serta jaminan 
keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan yang 
sehat dan ketentraman masyarakat dalam mengkonsumsi pangan halal, 
melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi 
dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Penetapan kawasan/area dan 
sertifikasi karantina antar area juga diperankan karantina pertanian 
dalam rangka memenuhi daya saing pasar internasional. 
 
Ketiga peran tersebut diatas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan 
peran dari penyelenggaraan karantian pertanian dan pengawasan 
keamanan hayati sebagaimana tupoksi BKP Kelas  II Yogyakarta. Oleh 
Karena itu, dengan peran yang strategis tersebuat maka setiap instansi 
terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai 
dalam pencapaian visi, misi dan tujuan strategis BKP Kelas  II 
Yogyakarta. 
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C. HARAPAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 
 (STAKEHOLDER). 
 

BKP Kelas  II Yogyakarta yang melaksanakan pelayanan publik dibidang 
perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan 
hayati, stakeholder atau pihak-pihak terkait BKP Kelas  II Yogyakarta 
secara umum terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu 1) pemberi kewenangan, 
2) instansi terkait serta, 3) pengguna jasa khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. Peran dan harapan setiap stakeholder akan 
menentukan keberhasilan kinerja BKP Kelas  II Yogyakarta dalam 
mencapai visi, misi dan tujuan.  
 
Penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan 
keamanan hayati pada hakekatnya terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu 
aspek perencanaan  kebijakan prosedur, dan aspek operasional atau 
pelayanan karantina. Untuk meningkatkan efektifitas perumusan strategi 
dalam kerangka perencanaan jangka menengah lima tahunan maka 
perlu mengharapkan hasil akhir dari kewenangan yang telah diberikan. 
Disamping berkepentingan tersebut didalam kegiatan operasional BKP 
Kelas  II Yogyakarta agar terwujud koordinasi dan kerjasama yang saling 
mendukung didalam mewujudkan hasil dan fungsi perlindungan dan 
fasilitasi yang dilakukan BKP Kelas  II Yogyakarta. 
 
Selayaknya kinerja yang dinilai dan yang diharapkan oleh stakeholder 
(pemangku kepentingan) tidak melebihi kewenangan yang dimiliki BKP 
Kelas  II Yogyakarta, dengan kata lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi. Oleh karena itu mendefinisikan output dan seperangkat indikator 
keberhasilan yang dihasilkan oleh BKP Kelas  II Yogyakarta dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi hal penting dalam 
sistem penilaian akuntabilitas kinerja instansi. 
 

1.2.2. BKP KELAS  II YOGYAKARTA SAAT INI 
 

A. KONDISI SUMBERDAYA 
 
1. Sumberdaya Manusia (SDM) 
  Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta memiliki sumber daya 

manusia sejumlah 65 orang yang terdiri dari 55 orang pegawai dan 10 
tenaga kontrak keamanan dan kebersihan. Dari 55 orang tersebut 
meliputi: Pejabat Struktural 4 orang, Medik Veteriner 3 orang, Calon 
Medik Veteriner 4 orang, Paramedik Veteriner 4 orang, Calon 
Paramedik Veteriner 6 orang, POPT Ahli 5 orang, Calon POPT Ahli 3 
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orang, POPT Trampil 4 orang, Staf Teknis 3 orang dan 19 orang 
Pejabat Fungsional Umum, dengan variasi pendidikan mulai dari S2 = 
4 orang, S1= 25 orang, D3 = 7 orang dan SLTA = 19 orang.  

 
Berdasarkan analisis beban operasional saat ini BKP Kelas  II 
Yogyakarta belum memiliki tingkat kesesuaian yang memuaskan 
antara jumlah distribusi dan kompetensi SDM terhadap kebutuhan 
operasional Unit Pelaksana Teknis sesuai tugas pokok dan fungsi. 
Banyak kendala yang dihadapi dalam menyediakan dan mengelola 
SDM yng sesuai dengan tuntutan tugas operasional, beberapa 
permasalahan pokok dibidang SDM antara lain adalah : 
a. Keterbatasan kemampuan pemerintah didalam penyediaan 

pegawai baru 
b. Sistem rekruitmen pegawai belum memperhatikan spesifikasi SDM 

Karantina; 
c. Adanya perubahan kebijakan nasional maupun tingkat daerah 

(PEMDA-Otonomi daerah) dibidang perdagangan dan lalu lintas 
komoditas pertanian. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan 
pada beban operasional Unit Pelaksana Teknis yang semula telah 
memiliki jumlah dan kompetensi SDM yang memadai; 

d. Kebijakan penetapan tempat-tempat pemasukan komoditas 
pertanian (media pembawa HPHK dan OPTK) tidak sepenuhnya 
berada dibawah kewenangan BKP Kelas  II Yogyakarta. Hal ini 
merupakan salah satu kendala didalam merencanakan 
pengalokasian SDM dalam rangka pelayanan pemasukan/importasi 
komoditas pertanian, dilain pihak pelayanan karantina pertanian 
tetap harus dilaksanakan. 

e. Aspek kualitas kompetensi,telah dilakukan secara terus menerus 
peningkatannya melalui latihan-latihan teknis dan fungsional, 
namun masih memerlukan paket-paket latihan yang menunjukan 
tingkat kompetensi tertentu dari petugas yang telah mengikutinya. 
Dengan bertambahnya komponen fungsi dari BKP Kelas  II 
Yogyakarta, yaitu pengawasan keamanan hayati, maka dengan 
sendirinya perlu dikembangkan paket-paket latihan yang lebih luas 
sesuai jenjang kompetensi petugas.Perlu dilakukan standardisasi 
penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan jaminan memadai 
akan kualitas hasil yang standar pula. 

 
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Operasional 

Kualitas dan efekktifitas pelayanan dan pengawasan karantina sangat 
ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana 
operasioanal yang meliputi gedung kantor pelayanan , instalasi 
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karantina dan laboratorium, serta peralatan pemeriksaan lapangan 
maupun sarana kelengkapan operasional petugas. 

 
Sampai dengan akhir tahun 2009 selain asset tanah kantor, BKP 
Kelas  II Yogyakarta telah memiliki seluruh sarana operasional berupa 
gedung kantor pelayanan dan wilker yang ditetapkan sebagai tempat 
pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan sarana operasional pokok 
untuk pelaksanaan tindakan karantina yaitu instalasi karantina 
permanen belum dimiliki BKP Kelas II Yogyakarta dalam 
melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan 
tumbuhan. 

 
Dengan semakin meningkatnya volume operasional karantina dan 
bertambahnya tugas BKP Kelas  II Yogyakarta dibidang keamanan 
hayati serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang 
berkualitas maka sarana dan prasarana yang ada pada saat ini 
memerlukan penataan kembali baik dari aspek jumlah maupun 
kualitas. 

 
Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tindakan karantina 
harusnya disediakan dalam rangka pengawasan yang efektif dan 
kecepatan pelayanan pada masyarakat, namun demikian pengingat 
terbatasnya kemampuan keuangan negara maka dalam beberapa hal 
kebutuhan sarana dan prasarana operasional sesuai peraturan 
perundangan sebagian masih dibebankan pada pengguna jasa atau 
masyarakat. 

 
3. Teknologi dan Sistem Informasi 

Kemajuan era informasi saat ini telah mengakibatkan harapan 
masyarakat akan kebutuhan informasi yang lebih cepat terhadap 
informasi yang berkaitan dengan pelayanan karantina, informasi 
persyaratan teknis, bantuan dan konstitusi teknis, peraturan 
perundangan prosedur. 

 
Bagi setiap instansi pemerintah pada prinsipnya teknologi dan sistem 
informasi diperlukan untuk mendukung kinerja manajemen, baik dalam 
rangka pengelolaan birokrasi internal maupun untuk pelayanan. Hasil 
akhir dari berfungsinya teknologi dan sistem informasi adalah 
pemanfaatannya yang optimal didalam mencapai tujuan organisasi 
dengan efektif dan efisien. 
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Dalam kurun waktu 2005-2009 beberapa capaian output yang 
berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi dapat 
diindentifikasikan sebagaimana terlihat dalam table 7, sesuai dengan 
ruang lingkup indikator yang lazim dipergunakan dalam bidang 
pengembangan dan pelayanan sistem informasi. 

 
Walaupun telah cukup banyak output yang dihasilkan dalam kurun 
waktu 5 tahun (2005-2009) namun sampai saat ini masih belum 
optimal difungsikan dan memberikan manfaat yang memuaskan. 
Teknologi dan sistem informasi yang telah dikembangakan belum 
sepenuhnya mampu mendukung secara terintegrasi kinerja 
manajemen internal dan pelayanan. Beberapa permasalahan strategis 
yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan dan pelayanan 
informasi di BKP Kelas  II Yogyakarta dapat diidentifikasikan sebagai 
berikut : 
a. Perecanaan di bidang Teknologi dan Sistem Informasi (TIK) belum 

disusun sesuai pentahapannya, masih belum fokus didalam 
perencanaan tahunan. Hal ini disebabkan karena belum adanya 
rencana pengembangan yang terstruktur melalui adanya rencana 
teknis jangka menengah atau master plan (rencana induk) 
pengembangan TIK. Oleh sebab itu TIK (Teknologi dan Sistem 
Informasi) perlu dikembangkan mengacu pada pedoman teknis 
pengembangan yang telah tersedia, salah satunya adalah INPRES 
No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan Strategi Pengembangan E-
Government, yang sekaligus merupakan strategi nasional dibidang 
pengembangan teknologi dan system informasi pada instansi 
Pemerintah. Rencana induk perlu disusun berdasarkan identifikasi 
seluruh komponen sistem yang akan dikembangakan, luasnya 
jangkauan jaringan yang akan direncanakan, besarnya kapasitas 
data dan informasi yang akan dikelola, dan perlunya tingkat 
keamanan yang memadai mengingat fungsi TI dalam operasional 
karantina berkaitan dengan penelusuran data hama dan penyakit 
serta pergerakannya disamping memerlukan  tingkat kepercayaan 
tinggi dengan stakeholder  karena berhubungan dengan penilaian 
resiko dan komunikasi resiko. 

b. Sejak tahun 2005 program TI BKP Kelas  II Yogyakarta telah mulai 
menggunkan sistem informasi karantina hewan (SIKAWAN) dan 
Elektronik Plant Quarantine System (EPLAQ). Kedua sistem 
tersebut sudah dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja baik 
dalam fungsi monitoring maupun didalam fungsi dukungan 
terhadap pengambilan keputusan, serta pelayanan publik. Namun 
sistem aplikasi yang berada dalam kedua sistem tersebut belum 
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mampu mengakomodasi perubahan yang dinamis dari BKP Kelas  
II Yogyakarta, pada akhirnya mengakibatkan sistem tersebut belum 
mampu dioperasionalkan secepat yang diinginkan. 

c. Belum siapnya infrastruktur, ketersediaan SDM yang memadai, 
sistem jaringan merupakan salah satu komponen utama dalam 
kelancaran arus data dan informasi antar unit kerja yang dapt 
terhubung melalui jaringan. 

 
4. Organisasi dan Kelembagaan 

BKP Kelas  II Yogyakarta merupakan salah satu bentuk implementasi 
dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Nomor 
22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan  Tata Kerja 
UPT Karantina Pertanian. Kebijakan menggabungkan Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) tersebut, semula terdapat 81 UPT menjadi 50 UPT 
diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam rentang kendali 
menajemen dan efesiensi dalam manajemen administrasi 
penyelenggaraan. 

 
Beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan organisasi  dan 
kelembagaan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
a. Belum adanya ‘job description’ dan ‘job grading’ yang disusun 

berdasarkan analisis beban kerja akan mengakibatkan kurang 
akuratnya penilaian kinerja dan implementasi sistem insentif 
(renumerasi) 

b. Fungsi pengawasan dan penindakan yang berada pada tingkat 
operasional (UPT) sangat diperlukan keberadaannya dalam 
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan karantina 

c. Belum tersedianya standar pelayanan minimal BKP Kelas  II 
Yogyakarta yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam 
pengukuran kinerja pelayanan; 

d. Sistem menajemen mutu belum sepenuhnya diimplementasikan 
 

B. ASPEK PELAYANAN DAN PENGAWASAN 
 
Aspek pelayanan dan pengawasan karantina berkaitan erat dengan 
kepatuhan, peran, tanggung jawab dan kepuasan pengguna jasa 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pelayanan dan 
pengawasan yang secara dominan dilaksanakan oleh UPT karantina 
Pertanian metupakan wujud dari kinerja BKP Kelas  II Yogyakarta 
sesungguhnya. Oleh karena itu kualitas pelayanan dan pengawasan 
merupakan salah satu indikator keberhasilan BKP Kelas  II Yogyakarta 
secara keseluruhan. 
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Beberapa permasalahan pokok dibidang pelayanan dan pengawasan 
dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
a. Belum tersedianya instalasi Karantina Permanen sebagai tempat 

tindakan karantina yang sesuai dengan persyaratan; 
b. Masih kurang lengkapnya Standar Prosedur Operasional berpotensi 

menyebabkan belum seragamnya pelaksanaan pelayanan yang 
bersifat standar. 

c. Masih banyak juklak dan juknis yang belum sepenuhnya 
diimplementasikan dikarenakan berbagai hal yang menyangkut 
ketidaksiapan dalam implementasi, baik dari aspek SDM, sarana dan 
prasara pendukung maupun aspek koordinasi dengan instansi terkait; 

d. Penyidikan tidak secara tuntas sampai pada siapnya penuntutan. Hal 
ini disebabkan salah satunya karena belum ditindak 
lanjut/beroperasionalnya MOU yang telah ditandatangani dengan 
POLRI 

 
C. ASPEK REGULASI / KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 

 
Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta 
pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem 
perlindungan sumberdaya alami hayati hewan dan tumbuhan,dan 
merupakan bagian dari implementasi standar keamanan sangat 
ditentukan oleh tersedianya dengan lengkapnya kebijakan/peraturan, 
sistem dan prosedur. 
 
Dalam kurun waktu 2005-2009 seharusnya seluruh peraturan 
pelaksanaan Peraturan pemerintah (PP No. 82 Tahun 2000 tentang 
Karantina Hewan, dan PP no. 14 Tahun 2002) pasal-pasalnya. 
Rendahnya realisasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
tersebut berpotensi mengakibatkan rendahnya cakupan pengendalian 
resiko yang dapat dilaksanakan sehingga dapat mengganggu 
akuntabilitas pencapaian sasaran pencegahan masuk dan 
menyebarkann ancaman resiko HPHK, OPTK dan pangan yang tidak 
aman, sehat, utuh dan halal. 
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1.3.  POTENSI DAN PERMASALAHAN 
 
1.3.1. LINGKUNGAN INTERNAL, KEKUATAN DAN KELEMAHAN  

 
A. FAKTOR KEKUATAN 

 
Beberapa kekuatan yang dimiliki BKP Kelas  II Yogyakarta untuk 
mewujudkan visi, misi, tujuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
a. Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (Customs, 

Imigration and Quarantine – CIQ) yang berdasarkan ketentuan 
internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu 
Negara. 

b. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO), berikut organisasi yyang menyertainya yaitu 
Organisasi kesehatan Hewan Seduania (OIE), Konvensi Internasional 
Perlindungan Tanaman (IPPC), dan Komisi kesehatan pangan 
Sedunia (CODEC) 

c. Berdasarkan peraturan perundangan BKP Kelas  II Yogyakarta 
mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan 
hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; 

d. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya 
yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), 
Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual; 

e. BKP Kelas  II Yogyakarta telah memiliki SDM yang berkompeten 
dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan 
hayati,yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik 
veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan 
(Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan POLSUS;  

f. Mempunyai sarana dan prasarana operasional pokok yang mampu 
mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan 
karantina; 

g. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, BKP Kelas  II 
Yogyakarta mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  

 
B. FAKTOR KELEMAHAN 

 
Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi BKP Kelas  II Yogyakarta saat ini 
terdapat beberapa - permasalahan yang setelah dianalisis merupakan 
faktor kelemahan BKP Kelas  II Yogyakarta yang mungkin akan 
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mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan 
yang dapat diidentifikasi adalah sebabagi berikut: 
a. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu 

dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan 
akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan 

b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan 
mengikuti meningkatnya beban kerja operasional 

c. Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan 
untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik 

d. Teknologi dan sistem informasi belum cukup optimal pemanfaatannya 
dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal. 
Sistem data dan pelaporan karantina belum terintegrasi dalam sistem 
monitoring dan proses pengambilan keputusan 

e. Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan 
peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan 
kepuasan rnasyarakat dalam pelayanan 

f. Belum adanya sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja 
mengikuti perkembangan reformasi dibidang birokrasi 

g. Penyesuaian Pendapatan/Remunerasi/tunjangan yang memadai bagi 
pegawai dengan beban operasional yang tinggi 

 
1.3.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL, PELUANG DAN TANTANGAN 

 
Terdapat dua elemen pokok pengaruh eksternal yaitu elemen 
masyarakat/publik (termasuk Internasional) dan elemen penyelenggaraan 
tugas. Beberapa pengaruh eksternal dapat diidentifikasi berupa komponen 
komponen: Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Regulasi, Situasi Internasional, 
sektor Industri dan Prioritas pemangku kepentingan. 
 
Faktor faktor eksternal perlu diidentifikasi terutama berkaitan dengan 
keadaan yang berada diluar kendali tupoksi organisasi, walaupun dalam 
tingkat tertentu dapat dikendalikan dampaknya. Bagaimanapun catatan atas 
pengaruh pengaruh eksternal yang mungkin timbul akan memberikan 
manfaat dalam mempermudah mengendalikan permasalahan yang akan 
timbul (antisipasi). Analisis eksternal, perumusan masalah, dan pernyataan 
issu strategis akan menentukan pilihan program/kegiatan agar lebih fokus 
substansinya. 
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A. PROFIL YOGYAKARTA 
SELAYANG PANDANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan propinsi terkecil kedua 
setelah propinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah pulau Jawa, dikelilingi 
oleh propinsi Jawa Tengah dan termasuk zone tengah bagian Selatan 
dari formasi geologi Pulau Jawa. Di sebelah Selatan propinsi terdapat 
garis pantai sepanjang 110 km berbatasan dengan Samudera Indonesia, 
di sebelah Utara menjulang tinggi gunung berapi paling aktif di dunia 
Merapi (2.968 m). Luas keseluruhan Propinsi DIY adalah 3.185,8 km dan 
kurang dari 0,5 % luas daratan Indonesia. Di sebelah Barat mengalir 
sungai Progo, yang berawal dari Jawa Tengah, dan sungai Opak di 
sebelah Timur yang bersumber di puncak gunung api Merapi, yang 
bermuara di laut Jawa sebelah Selatan. 
 
Ibukota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Yogyakarta, 
sedangkan kota-kota yang terdapat dalam wilayah propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah Bantul, Wates, Sleman, Wonosari. Secara 
administratif DIY dibagi dalam 1  (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten, 
dimana Yogyakarta membentuk kesatuan adiministrasi tersendiri. 
 
Jarak ke ibu kota negara, Jakarta adalah 600 km, sedangkan kota-kota 
besar yang dekat adalah Semarang di Jawa Tengah ( 120 km) dan 
Surabaya di Jawa Timur (320 km) 
 
Potensi sumberdaya alam bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, 
kelautan dan perikanan. Lahan sawah irigasi teknis sebesar 18.506 ha 
(138,27%), dan non irigasi teknis sebesar 29,848 ha 161,72%). 

Luas  lahan palawija, hortikultura, dan sayur sayuran sebagian besar 
ditanami jagung dan kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu, dengan 
perincian jagung seluas 79,704 ha, kedelai 34.292 ha, kacang tanah 
67.759 ha, dan ubi kayu 58,735 ha, sedangkan sisanya berupa kacang 
hijau, ubi jalar, dan sayur sayuran. 

Adapun jumlah produksi palawija, hortikultura dan sayur sayuran adalah 
jagung sebanyak 219.758 ton, padi 715,684 ton, kedelai 402 ton, kacang 
tanah 66.697 ton, kacang hijau 550 ton, ubi kayu 978,494, Ubi jalar 6.777 
ton, sayuran 67.703 ton, dan buah buahan 197.204 ton. 

Menurut jenis komoditas kehutanan yang dikembangkan berupa produk 
kayu dan non kayu. Luas kawasan hutan seluas 74.992,97 ha (23,54% 
dari luas wilayah), dengan perincian hutan Negara 18.044,97 ha (5,66%), 
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hutan rakyat 54,948 ha (17,88%). Sementara itu, produksi kayu terdiri 
dari jati 111.930,393 m³, mahoni 16.490,574 m³, sono keling 8.412,866 
m³, akasia 3.292,287 m³ dan rimba campur 2.787,235 m³, maka 
dihasilkan kayu bulat sebanyak 8.022.009,30 m³. 

Potensi dan pemanfaatan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 
perairan umum sebesar 3.133,5 ha (tingkat pemanfaatan 5,20 ha), 
rambak 650 ha tingkat pemanfaatan 58 ha), sawah tambak 240 ha belum 
dimanfaatkan), kolam 4.630,2 ha (tingkat pemanfaatan 915 ha), dan 
Mina Padi 10.265,6 ha (tingkat pemanfaatan 1,233 ha). Di samping itu, 
potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam khususnya 
perikanan di Selatan Jawa, terdiri dari puluhan ton/tahun tingkat 
pemanfaatan 45%, mencapai 25.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 
18.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 44%, tenggiri 10.000 ton/tahun 
tingkat pemanfaatannya 11%, dan pelagis kecil 431.000 ton/tahun. 

Potensi peternakan di antaranya populasi ternak sapi potong 249.480 
ekor, sapi perah dengan produksi 8.623 ekor dengan jumlah produksi 
8,900.215 liter/tahun, ternak kecil, dan unggas. Dari  seluruh jenis 
peternakan tersebut, ternak unggas cukup besar, yaitu ayam buras 
4.604.824 ekor/tahun, ayam petelur 2 494.008 ekor/tahun, dan ayam 
pedaging 22.020,306 ekor. 

Di bidang perkebunan, terdapat banyak potensi di antaranya teh, kopi, 
tembakau, kakao, lada, kelapa, vanili, dan tebu. Dari jenis tanaman 
perkebunan, areal tanaman Kelapa mempunyai areal yang cukup besar, 
yaitu 44,119,59 ha. 

Di bidang pertambangan dan energi, terdapat 28 jenis bahan galian, naik 
dari golongan B maupun golongan C yang mendominasi adalah batu 
kapur putih memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 621.073,6 
ton, serta beberapa jenis tambang lainnya, seperti andesit (44,097,2 ton), 
bentonit/ abu bumi (1.699,16 ton), dan kaolin/feldstar (1.225 ton). 

Produk-produk yang menjadi unggulan di DIY dapat menjadi penentu 
pertumbuhan ekonomi meliputi: 
a. Produk jadi tekstil 
b. Mebel kayu 
c. Kulit lembaran disamak 
d. Produk tekstil lainnya 
e. Sarung tangan dari kulit 
f. Jamur dalam kaleng 
g. Sarung tangan kulit kombinasi poliuretan 
h. Sarung tangan sintetis 
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i. Kerajinan kayu 
j. Kerajinan besi 
 

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL 
 
1. Meningkatnya Volume dan Kompleksitas Perdagangan 

Globalisasi dan perdagangan bebas telah nyata meningkatkan volume 
dan pola perdagangan. Dampak signifikan yang perlu 
dipertimbangkan adalah adanya peningkatan kapasitas perdagangan 
baik dalam volume, bentuk/jenis komoditas, bentuk dan jenis 
kemasan, cara-cara masuk yang dilakukan unit perdagangan.  

 
Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah : Kegiatan-
kegiatan lalu lintas produk (pangan dan pertanian), kemasan, alat 
angkut, orang/penumpang seluruhnya akan berdarnpak pada 
meningkatnya resiko penyebaran ancaman kelestarian sumberdaya 
pertanian berupa hama dan penyakit hewan, organisme pengganggu 
tumbuhan dan ancaman beredarnya bahan pangan dan bahan baku  
pangan yang belum dapat dijamin kesehatannya. 

 
Secara singkat beberapa resiko yang dapat mengancam kelestarian 
sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan, Keanekaragaman Hayati, 
Kesehatan Manusia, Lingkungan dan Akses pasar sebagai berikut : 
a. Hama dan Penyakit Hewan/Tumbuhan 
b. Penyakit zoonosis 
c. Food Bom Disease/illness 
d. Hambatan teknis perdagangan 
e. Invasive Species 
f. Produk rekayasa genetik yang belum dipastikan aman, dan 
g. Bioterorisme 
h. Fungsi karantina secara umum berkaitan sangat erat dengan proses 

pencegahan dan minimalisasi masuknya resiko-resiko tersebut 
diatas. 

 
2. Krisis Pangan 
 Kejadian krisis pangan dapat difahami akan mengganggu kedaulatan 

suatu negara. Pangan yang cukup dan berkualitas tidak dapat dibantah 
kepentingannya dalam meningkatkan kualitas SDM yang bermartabat 
dalam pembangunan bangsa. Krisis pangan berkaitan dengan 
ketersediaan dan kualitas pangan disamping ketenteraman batin 
masyarakat dalam mengkonsumsi pangan khususnya dinegara-
negara yang banyak penduduk muslim seperti Indonesia. 
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 Pangan dan bahan baku pangan yang diperdagangkan harus dapat 

dipastikan terlebih dahulu kesehatannya sebelum diedarkan 
dan dikonsumsi masyarakat. Banyak pihak yang harus bertanggung 
jawab terhadap kesehatan pangan dan bahan pangan antara lain 
adalah Kementrian Pertanian, BPOM, Kementrian Kesehatan 
,Industri pangan, sektor perdagangan dan perhubungan, PEMDA, 
dan petani. Salah satu kebijakan Kemetrian Pertanian dibidang 
pangan asal hewan dan tumbuhan adalah ASUH yaitu Aman, 
Sehat, Utuh dan Halal 

 
 Masuk dan tersebamya Avian Influenza dan adanya produk susu 

yang mengandung cemaran melamin ke seluruh dunia, di 
Indonesia ternyata instansi pemerintah belum sepenuhnya mampu 
berfungsi untuk mencegah masuknya produk unggas dan susu 
tersebut ditempat yang paling kritis yaitu Pelabuhan dan Bandar 
Udara. Produk yang tercemar tersebut dapat diidentifikasi setelah 
beredar dimasyarakat, adalah suatu hal yang tidak efektif apabila 
bertujuan untuk menjamin produk tersebut aman dikonsumsi 
masyarakat dapat diketahui resikonya setelah beredar. 

 
 Namun didalam prinsip manajemen resiko produk produk dimaksud 

perlu mendapat verifikasi melalui pemeriksaan di setiap tempat 
pemasukan impornya, dan yang terakhir ini merupakan salah satu 
fungsi karantina. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa 
rnanfaat lain, dari keberadaan karantina ditempat pemasukkan 
adalah kemampuan 'tracking' atau penelusuran terhadap suatu 
ancaman resiko karena setelah ancaman resiko masuk karantina 
masih bertugas rnelakukan pemantauan penyebaran media 
pembawa ancaman dan media pencatatannya. Di negara-negara 
yang telah maju dalam manajemen pangannya, rnereka telah dapat 
mengatakan bahwa daging yang ada dimeja rnakannya berasal dari 
rumput di daerah asal 'A' dan dimakan oleh sapi dengan nomor 'Tag 
B'. 

 
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan 

payung dari pelaksanaan pengawasan sanitasi secara umum bagi 
bahan pangan yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik 
dari segi keamanan maupun dari segi mutu dan gizi. Dalam 
penjelasan PP 82 Tahun 2000 dinyatakan bahwa salah satu bentuk 
pengawasan sanitasi pangan terhadap pangan yang berasal dari 
hewan dan hasil bahan asal hewan yang belum diolah adalah 
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berupa 'sertifikat sanitasi' yang diterbitkan setelah melalui tindakan 
karantina hewan. 

 
3. Persaingan Dagang 
 Pada saat ini instrument teknis merupakan hal yang populer 

dipergunakan sebagai alat dalam perdagangan. Persyaratan-
persyaratan teknis yang ditetapkan dalam perdagangan internasional 
harus selalu berada dalam ketentuan berlaku yang disepakai yaitu SPS-
WTO. Trend yang terjadi adalah dimanfaatkannya instrument teknis 
dalam rnengendalikan.perdagangan, oleh karena itu kemampuan 
memverifikasi clan negosiasi suatu persyaratan teknis yang berlaku 
internasional merupakan hal strategis yang menetukan keberhasilan 
dalam rnernpertahankan dan mendukung akses pasar komoditas 
pertanian Indonesia. 

 
 Issue internasional yang berhubungan dengan penyebaran Hama dan 

Penyakit Hewan/turnbuhan atau yang disebut isu SPS (Sanitary 
Phytosanitary issues) merupakan issu komplek yang mempengaruhi 
hubungan perdagangan/akses pasar antar negara. Isu teknis tersebut 
lebih dipahami instansi teknis seperti BKP Kelas  II Yogyakarta 
(yang notabene merupakan notification authority Body) dibanding 
sektor perdagangan pada umumnya, oleh karena itu perlu 
dikomunikasikan dengan baik. 

 
 Pada saat ini mitra kerja BKP Kelas  II Yogyakarta dibidang 

perdagangan mendefinisikan bahwa persyaratan impor termasuk 
didalamnya persyaratan karantina adalah suatu hambatan teknis 
didalam perdagangan. Adanya keberatan dari negara importir atas 
komoditas Indonesia yang diekspor yang tidak memenuhi persyaratan 
karantina/SPS akan berdampak penting bagi keberlanjutan akses 
pasar. 

 
 Untuk memecahkan hambatan teknis dalam perdagangan, perlu 

komunikasi yang prima dengan negara mitra dan organisasi 
internasional yang menaunginya, demikian juga dengan kemampuan 
dibidang teknis hama dan Penyakit (harus up to date 
pemahamannya sebagaimana dengan negara lain) dan 
pengetahuan mutu produk pertanian. 
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4. Otonomi Daerah (UU No 25 Tahun 2000, dan PP Nomor 37 Tahun 2007) 
 Untuk meminimalkan resiko penyebaran penyakit dari suatu area ke 

area lain didalam negeri maka karantina pertanian rnengacu pada 
prinsip-prinsip epidemilogi penyakit, oleh karena itu Batas daerah 
administratif belum tentu merupakan Batas/border bagi karantina 
pertanian, dan area yang dimaksud karantina Pertanian juga belum 
tentu merupakan area administratif pemerintahan. Oleh karena itu 
perlu membangun kerjasama dan koordinasi dalam menuju 
keberhasilan misi perlindungan sumber daya hayati. 

 
 Undang-undang baru yang mengatur pembagian kewenangan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu 
disinkronkan dengan kebijakan nasional di bidang 
perlindungan kelestarian sumberdaya hayati hewan dan 
tumbuhan, ketahanan pangan dan kelestarian 
lingkungan/keanekaragaman hayati. Kebijakan perlindungan 
internasional yang berkaitan dengan implementasi ketentuan 
SPS dikomunikasikan oleh pemerintah pusat termasuk proses 
penetapan standar standar teknis yang mengatur 
perdagangan, dilain pihak Pemerintah Daerah selaku 
penguasa wilayah berkewajiban meningkatkan akses pasar 
komoditas pertaniannya dan melindungi sumber-sumber 
produksi serta produktivitas. 

 
 Pelaksanaan pemantauan dan pemberantasan hama dan 

penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan 
didaerah, penyediaan sarana pengendalian penyebaran hama 
dan penyakit, pemberian rekomendasi instalasi karantina 
merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu 
keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan 
tumbuhan akan ditentukan oleh kemampuan BKP Kelas  II 
Yogyakarta dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
pemerintah daerah 

 
5. Kebutuhan pelayanan pengguna jasa/ customer/Stakeholder 
 Penyelenggaraan karantina berkaitan sangat erat dengan 

kelancaran arus barang di pelabuhan dan Bandar udara. 
Kebijakan karantina yang berdampak menghambat kelancaran 
arus barang harus dihindari. Hambatan ini bagi dunia usaha 
diidentifikasi sebagai hal yang tidak ekonomis. Pelayanan 
yang efisien sesuai kebutuhan dunia bisnis merupakan 
tantangan yang harus dikelola dengan baik.  
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 Dalam era reformasi dibidang birokrasi saat ini kebutuhan 

akan transparansi menjadi lebih nyata. Kerjasama dan 
peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan harus 
mendapat perhatian yang cukup. Kita harus lebih transparan 
tentang apa yang kita kerjakan, bagaimana kita megerjakannya, dan 
mengapa kita mengambil keputusan bahwa suatu pilihan keputusan 
itu adalah yang terbaik. BKP Kelas  II Yogyakarta dan program kerjanya 
berada dalam pantauan media masa, masyarakat, organisasi eksternal 
terkait seperti Inspektorat jenderal, BPK, BPKP dan KPK. Sebuah isu 
dibidang perkarantinaan akan muncul menjadi permasalahan publik 
dan kecurigaan apabila karena tidak dikomunikasikan dengan baik. 

 
6. Tuntutan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik ( Good 

Governance) 
 UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan 

Jangka Nasional RPJP 2025-2014, BAB IV tentang Arah, 
Tahapan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang : 
"pembangunan aparatur negara dilakukari melalui reformasi 
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara 
dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat 
maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan 
pembangunan di bidang-bidang lainnya". 

 
 Dengan demikian, terdapat  korelasi yang kuat antara 

pewujudan good governance dengan keberhasi lan 
pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Reformasi 
Birokrasi disegala bidang merupakan 'Flat Form'  pemerintah 
dalam mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 
7. Sistem Keamanan Pangan Nasional Belum Sepenuhnya Mendukung 
 Berkaitan dengan penyelenggaraan karantina dan 

pengawasan keamanan hayati, bahan pangan memiliki dua 
kelompok aspek resiko yaitu resiko kesehatan manus ia 
terhadap penularan penyakit yang bersumber dari hewan 
dan produk hewan (zoonosis) , dan resiko cemaran bahan 
pangan yang lazim di ist ilahkan 'Foodborn il lness". Resiko 
zoonosis  telah memiliki s tandar yang jelas karena 
berhubungan dengan sis tem kesehatan masyarakat 
veteriner, sedangkan standar keamanan pangan yang 
berhubungan dengan resiko cemaran belum terintegras i dan 
lengkap. Pada kebanyakan Negara didunia, implementasi 
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sistem keamanan pangan diberlakukan melalu i dua 
kelompok persyaratan dan tindakan Pertama, Bahan pangan 
yang diimpor harus sesuai dengan persyaratan, karantina; 
Kedua, Setelah Bahan pangan dinyatakan sesuai dengan 
persyaratan teknis  karantina pemasukan/impor selanjutnya 
diberlakukan persyaratan teknis keamanan pangan. 

 
 Pada saat ini di Indonesia belum ada suatu instansi yang 

memiliki otoritas  dalam menentukan standar keamanan 
pangan nas ional, baik terhadap bahan pangan yang di impor 
maupun bahan pangan untuk keperluan domestik/dalam 
negeri. Berdasarkan prins ip Internasional yang berlaku yaitu 
'eqivalensi'  maka pemerintah Indonesia berkewajiban 
memiliki satu standar terhadap produk pangan yang 
diperjualbelikan didalam negeri maupun terhadap produk 
pangan yang diimpor. Standar keamanan pangan nasional 
inilah yang menjadi indikator didalam pengawasan 
keamanan pangan. Penggunaan standar ganda akan 
menyulitkan posisi perdagangan internasional Indonesia 
pada akhirnya. 

 
 Pengawasan keamanan hayati yang didalamnya terintegrasi 

pengawasan keamanan pangan merupakan salah satu 
fungsi dari BKP Kelas  II Yogyakarta dalam menjaga 
integritas kualitas pangan segar yang di impor. Kondisi 
nyata pada saat ini hanya aspek kehalalan yang tidak 
memiliki kecenderungan standar ganda atas standar 
keamanan pangan di Indonesia. 

 
 Fungsi otoritas  keamanan pangan nasional adalah 

melakukan penilaian resiko terhadap bahan pangan yang 
akan dimasukkan kedalam negeri. Atas t ingkatan resiko 
yang didapatkan melalui penilaian resiko tersebut, maka 
selanjutnya direkomendasikan kepada otoritas pengawasan 
keamanan pangan segar di pintu pemasukan dan 
pengeluaran (Badan Karantina Pertanian) untuk d ibuat 
kerangka kerja pengawasannya dan tindakan penguj ian 
yang diperlukan. 

 
8. Penyesuaian Mekanisme sistem perlindungan sumberdaya alam hayati. 
 Terbitnya UU No. 18 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan telah mengindikasikan bahwa otoritas veteriner yang 
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akan dibentuk pemerintah adalah merupakan kewenangan 
pengambilan keputusan tertinggi dibidang kesehatan hewan 
yang bersifat nasional dan Internasional. 

 
 Penyelenggaraan karantina hewan merupakan bagian dari 

kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan 
yang merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan 
kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan 
pengidentif ikasian, pencegahan, pengamanan, 
pemberantasan dan/atau pengobatan. Yang dimaksud 
dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah tindakan 
karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya 
penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara 
Republik Indonesia atau dari suatu area ke area la in di 
dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah negara 
Republik Indonesia. 

 
 Manajemen 'border '  semata pada saat ini dipandang kurang 

cukup memadai dari s is i efektif itas maupun efis iensi untuk 
mencegah masuknya ancaman kelestarian dari luar negeri. 
Negara tetangga mitra kerja karantina sebagai contohnya 
sedang melakukan reformasi didalam sistem perlindungannya 
melalui integrasi semua unsur yang tergabung dalam sistem 
perlindungan menjadi "Biosecurity Group". 

 

 Berdasarkan analisis terhadap lingkungan eksternal dapat 
ditentukan beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi. 

 
C. PELUANG 

 
a. Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai 

instrument teknis perdagangan dunia 
b. Adanya fokus Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM 2010-2014) untuk mengatasi krisis pangan, dan 
target swasembada pangan strategis 

c. Sistim pengawasan pangan yang ada tidak mampu mencegah 
masuknya pangan yang tidak sehat (melamin, dan cemaran 
pangan lainnya) 

d. Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama 
hortikultura) 

e. Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih 
kewenangan pemerintah pusat 



27 

 

Rencana Strategis BKP Kelas  II Yogyakarta 2010 -2014 

D. TANTANGAN 
 
a. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan 
b. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati 

hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK serta ancaman 
terhadap keanekaragaman hayati 

c. Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang 
baik (Good Governance), terbitnya SPI, UU Administrasi Negara, 
UU Pelayanan Publik 

d. Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi) 
e. Pemberantasan korupsi 
f. Fungsi otonomi daerah 
g. Kebijakan global 'Climate Change' 
 

1.4. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 
 

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada maka dapat 
diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Balai Karantina 
Pertanian Kelas  II Yogyakarta dalam kurun perencanaan strategis 
2010-2014, antara lain sbb : 
a. Memiliki kemampuan dalam deteksi masuknya resiko dengan cepat, 

tepat dan akurat sehingga mampu dengan efektif mencegah masuk dan 
menyebarnya ancaman resiko kelestarian sumberdaya pertanian 

b. Memiliki kemampuan didalam mengidentifikasi dan pengklasifikasian 
resiko, agar pengerahan sumberdaya dapat lebih fokus dan 
diefisienkan 

c. Memiliki SDM dan Sarana Operasional yang cukup dan berkualitas 
agar dapat menghasilkan teknik dan metoda yang cepat, akurat serta 
berdampak minimal pada arus barang dan orang dalam 
mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan efektif agar tidak 
menimbulkan dampak perekonomian 

d. Memiliki kebijakan operasional yang selaras dengan sistem 
perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan serta 
sistem keamanan pangan nasional, harmonis dengan ketentuan 
internasional, serta secara sinergis mampu mendukung arah kebijakan 
perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah dan daya 
saing produk pertanian domestik dan internasional 
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BAB II 
VISI, MISI DAN TUJUAN 

 
 

2.1. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI 
VISI 
Visi adalah gambaran umum masa depan organisasi yang diingini dalam 5 
tahun ke depan, sedangkan misi organisasi dibidang pemerintahan adalah 
merupakan ungkapan dari tugas pokok dan fungsi atau merupakan maksud 
dari keberadaan organisasi.  
 
Visi BKP Kelas  II Yogyakarta adalah : 
  
“ Menjadi Instansi yang Modern dan Terpercaya” dalam Perlindungan 
Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, 
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014“ 
 
Pengertian Modern dan Terpercaya adalah sebagai berikut :  
 
Modern :  
Penyelenggaraan karantina pertanian untuk selalu mengikuti 
perkembangan teknologi untuk menyajikan data dan sarana pelayanan 
terkini.  
 
Terpercaya :  
Keberhasilan BKP Kelas  II Yogyakarta  berkaitan dengan peran serta 
masyarakat dan  mitra kerja baik didalam maupun di luar negeri, oleh 
karena itu setiap kebijakan dan tindakan BKP Kelas  II Yogyakarta perlu 
mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara 
lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang 
perkarantinaan dan keamanan hayati. 
 
MISI 
Dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi, Prioritas Nasional 
dan Kebijakan Departemen Pertanian, maka Misi BKP Kelas  II Yogyakarta 
ditetapkan adalah:  
a. Melaksanakan perkarantinaan pertanian dengan pelayanan prima 

(transparasi dan akuntabilitas)  
b. Memberikan jaminan kualitas terhadap komoditas pertanian ekspor di 

pasar internasional (quality assurance) 
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c. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina 
(quarantine minded) 

d. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi (good governance) 
 

MOTTO PELAYANAN 
 
Moto pelayanan adalah Nilai – nilai yang ditanamkan dalam setiap pegawai 
dalam keseharian pelayanan pengguna jasa. Motto ini diturunkan dari visi 
dan misi dan komitmen reformasi birokrasi. 
 
Motto BKP Kelas  II Yogyakarta adalah “ Tanggap, Cepat, Profesional dan 
Bersahabat”  
 
NILAI – NILAI  
Nilai – nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam 
keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri tetapi diturunkan 
dari visi dan misi, tujuannya agar nilai – nilai yang dibudayakan akan 
menjadi perilaku setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang 
dari visi dan misi.  
 
Nilai-nilai yang dibudayakan di lingkungan organisasi BKP Kelas  II 
Yogyakarta yaitu : 
a. Berpikir Strategis untuk mencapai tujuan, artinya kami selalu berupaya 

melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan; 
b. Berlaku ‘Amanah’ dalam mengemban tugas, mengandung tugas, 

mengandung arti profesional yaitu selalu mengembangkan kemampuan 
secara terus menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggung jawab 
yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien.  

c. Inovatif, terus kreatif mengembangkan cara – cara terbaik dalam 
mencapai tujuan; 

d. Bekerjasama dan Komunikatif, kami berkomunikasi untuk memahami 
kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal 
dalam mencapai tujuan. 

e. Science base, kami memahami bahwa karantina adalah pengelolaan 
resiko oleh karena itu selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan 
ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan; 

f. Berdedikasi dalam pelayanan, kami berusaha memiliki komitmen tinggi  
dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat dengan sebaik 
mungkin.  

g. Dengan slogan “Jangan Benarkan Yang Biasa Tapi Benarkan Yang 
Biasa” 
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2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
 

2.2.1. TUJUAN  
 

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu 
diturunkan / di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan 
merupakan pernyataan  tentang apa yang ingin dicapai oleh BKP Kelas  II 
Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi 
BKP Kelas  II Yogyakarta yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan 
tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektivitas 
penyelenggaraannya. Tujuan BKP Kelas  II Yogyakarta  2010 – 2014 
adalah  :  

a. Melindungi hewan dan tumbuhan beserta produk turunannya dari 
ancaman masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, 
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina  dari luar negeri ke dalam 
negeri, dari dalam negeri ke luar negeri dan lalu lintas domestik melalui 
sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan. 

b. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien dan akuntabel 
c. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan 

teknologi  
d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait 
e. Meningkatkan “Public awarence” peran serta masyarakat dalam 

keperdulian  karantina hewan dan tumbuhan dengan kegiatan sosialisasi 
dan koordinasi pengawasan dengan stake holder. 

f. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi sumber daya 
manusia yang ada di BKP kelas II  Yogyakarta. 

g. Memetakan Hama Penyakit Hewan Karantina dan  Organisme 
Pengganggu Tumbuhan Karantina di wilayah pemantauan Balai 
Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta melalui kegiatan pemantauan 
HPHK dan OPTK. 

h. Melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran 
pelaksanaaan pelayanan operasional karantina hewan, karantina 
tumbuhan dan pemeriksaan keamaan hayati hewani dan nabati. 

i. Mempertahankan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
 

Untuk dapat mengukur keberhasilan  visi dan misi  maka tujuan harus 
memiliki  indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan 
kriteria  output  yang dihasilkan organisasi yaitu ‘sertifikasi karantina 
pertanian’, dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang 
memiliki  tupoksi  serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat 
diidentifikasi sbb :  
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Indikator keberhasilan tujuan diukur  dari :  
a. Tingkat kepatuhan  dan kepuasan  pengguna  jasa karantina  terhadap 

pengawasan dan pelayanan karantina pertanian; 
b. Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko  yang berhubungan 

dengan masuk dan menyebarnya  HPHK dan OPTK, serta bahan 
pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional; 

c. Tingkat efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan 
produk tertentu  yang  dipersyaratkan; 
  

2.2.2. SASARAN  STRATEGIS 
 

Sasaran strategis  merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah  yang 
lebih terukur. Sasaran strategis BKP Kelas  II Yogyakarta terbagi dalam 2 
(dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran  prioritas 
pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses 
internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung 
pada pencapaian tugas pokok BKP Kelas  II Yogyakarta. Sedangkan 
strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan 
manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. 
Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut ‘capacity 
building’ berhubungan dengan perencanaan teknis  secara umum, 
penyedian dan pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan  asset, 
sumberdaya  informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang 
secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.  

 
A. SASARAN PRIORITAS MISI 

 
Tujuan 1 : 
Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan 
Pengawasan Keamanan Hayati dalam rangka mencegah masuk, 
menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak 
sehat/aman.  
 
Sasaran Strategis :  
a. Meningkatnya kemampuan teknis petugas fungsional karantina hewan 

dan tumbuhan dalam pelayanan operasional karantina hewan dan 
tumbuhan dan pemeriksaan keamanan hayati hewani dan nabati. 

b. Meningkatnya kesadaran stake holder pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya tentang karantina hewan dan tumbuhan. 
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c. Meningkatnya etos kerja pegawai baik dari segi kecerdasan spiritual 
dan mengelola kecerdasan emosional dalam rangka memberikan 
pelayan prima kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan. 

d. Menurunnya keluhan negatif dari pengguna  jasa karantina hewan dan 
tumbuhan yang ditandai dengan nilai  indek kepuasan  masyarakat 
yang menunjukkan angka baik. 

e.  Meningkatnya  teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi yang berkembang. 

f. Meningkatnya kecepatan pelayanan  tanpa  melenggar peraturan 
perundang-undangan  yang berlaku. 

 
B. SASARAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA 

 
Tujuan 2 : 
Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata 
pemerintahan yang baik. 
 
Sasaran Strategis :  
a. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai. 
b. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan 

sistem informasi yang handal dan terintegrasi.  
c. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen 

adminsitrasi dan operasional pelayanan. 
d. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
 

3.1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL 
 

Sesuai dengan arah kebijakan rencana pembangunan nasional yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN 2010 – 2014) Kementerian Pertanian berada pada bidang 
pembangunan ‘Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup’ (SDA-LH). 
Bidang pembangunan SDA-LH mendukung tujuan nasional yaitu : 
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Hidup. 
 
Sasaran (impact) bidang pembangunan SDA-LH adalah :  
a. Pemanfaatan SDA untuk kepentingan perekonomian nasional 
b. Peningkatan kualitas dan kelestarian Lingkungan Hidup. 

 
Sasaran Pemanfaatan SDA Untuk kepentingan ekonomi didukung oleh 3 
(tiga) prioritas bidang pembangunan, yaitu :  
a. Peningkatan Ketahanan Pangan  dan Revitalisasi Pertanian  
b. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi 
c. Peningkatan Pengelolaann Sumberdaya Mineral dan Pertambangan. 

 
Departemen Pertanian dalam posisi perencanaan nasional disepakati 
merupakan komponen utama dalam pencapaian Prioritas Bidang SDA-LH 
yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian. Untuk 
mencapai hasil prioritas bidang maka ditetapkan beberapa fokus prioritas 
yang capaian indikator kinerjanya merupakan capaian dari beberapa 
kementerian / lembaga. 
 
Pencapaian Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi 
Pertanian didukung oleh 5 (lima) fokus prioritas, yaitu :  
a. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk menjamin ketersediaan 

pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri; 
b. Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi dan stabilitasi harga pangan; 
c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan; 
d. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian 
e. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. 

 
Untuk merealisasikan capaian fokus 4, RPJMN 2010 – 2014 menetapkan 6 
(enam) kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan kebijakan Badan 
Karantina Pertanian yang diperankan BKP Kelas  II Yogyakarta yaitu : 
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“Meningkatkan pengendalian, pengawasan tentang mutu, keamanan, dan 
kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.  

   
 
 

3.2. KEBIJAKAN BADAN KARANTINA PERTANIAN DAN KETERKAITAN 
STRATEGI BKP KELAS  II YOGYAKARTA 

 
Sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian 2010 – 2014 menggambarkan betapa pentingnya 
Sumberdaya Pertanian Lokal untuk dilindungi dalam rangka membangun 
Pertanian Industrial untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah 
ekspor, dan kesejahteraan petani. BKP Kelas  II Yogyakarta menilai 
keberhasilan pembangunan pertanian dapat dipastikan visi BKP Kelas  II 
Yogyakarta telah berada searah dengan visi Kementerian Pertanian. 
 
VISI BKP KELAS  II YOGYAKARTA :  
Menjadi Instansi yang Modern dan Terpercaya” dalam Perlindungan 
Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan 
dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014“ 

 
4 (empat) misi Badan Karantina Pertanian yang didukung langsung misi 
BKP Kelas  II Yogyakarta adalah :  
a. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung 

keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk 
meningkatkan kemandirian pangan; 

b. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh, 
dan halal (ASUH) dikonsumsi; 

c. Meningkatkan kualitas kinerja  dan pelayanan aparatur pemerintah 
bidang pertanian yang amanah dan profesional. 
 

Salah satu dari 4 (empat) sukses bidang pertanian yaitu : “Nilai tambah, 
Daya Saing, dan Ekspor” merupakan cerminan dari kebijakan 
pembangunan pertanian nasional pada Fokus-4 Prioritas bidang 
“Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian”. 

 
BKP Kelas  II Yogyakarta berperan penting dalam pencapaian target 
sukses “Nilai tambah, daya saing, dan ekspor”. Kerangka logis yang 
melandasi peran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Nilai tambah, 
Daya saing, dan Ekpor komoditas Pertanian berhubungan dengan 3 faktor 
utama yang mempengaruhinya : 
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a. Faktor produk itu sendiri yang berkaitan dengan 1) kapasitas produksi 
yang mendukung volume permintaan; 2) keberlanjutan produksinya 
untuk menjamin pasokan; 3) Mutu/kualitas produk untuk menjamin 
spesifikasi pemintaan pasar. 

b. Kemampuan didalam promosi, negosiasi dan diplomasi baik oleh sektor 
industrinya maupun pemerintah selaku fasilitator. 

c. Hambatan teknis didalam perdagangan internasional :  
1) SPS-Barrier, berhubungan dengan status keberadaan dan 

penyebarannya hama dan penyakit (hewan dan tumbuhan). 
2) Technical Barrier, berhubungan dengan tata kelola produksi yang baik 

(SSOP-Sanitation standards operating procedures; HHCCP-Hazard 
Analysis and Critical Control Point).  

 
Faktor ketiga merupakan peran strategis BKP Kelas  II Yogyakarta melalui 
misi pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan dalam rangka mencegah 
masuk,  menyebar, dan keluarnya HPHK (Hama dan Penyakit Hewan 
Karantina) dan OPTK (Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina) serta 
Pengawasan Keamanan Hayati Hewan dan Tumbuhan melalui ‘Outcome’ 
yang dihasilkan yaitu : Pelayanan dan Pengawasan yang efektif. 

 
3.3. STRATEGI PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN DAN 

PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI 
 

Secara teknis Peta Strategi BKP Kelas  II Yogyakarta tersebut disusun 
berdasarkan penjabaran terhadap nilai-nilai (ruh), misi, visi, dan rencana 
strategik BKP Kelas  II Yogyakarta yang telah ditetapkan. 

 
3.3.1. SASARAN STRATEGIS, PENGUKURAN DAN TARGET 

 
Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target sesuai dengan 
pendekatan BSC yang dibangun dibagi menjadi beberapa sudut pandang / 
perspektif yaitu :  
a. Perspektif Stakeholder (Pemangku Kepentingan) 
b. Perspektif Customer (Pengguna Jasa/Masyarakat) 
c. Perspektif Internal Process (Prosess internal) 
d. Perspektif Capacity Building (Pertumbuhan dan Pembelajaran) 
e. Perspektif Finansial (Keuangan) 

 
A. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN  

 
Sasaran strategis akhir merupakan penjabaran tujuan yang hendak 
dicapai BKP Kelas  II Yogyakarta. Seluruh sasaran strategis akhir pada 
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perspektif stakeholder. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, 
visi, misi dan arah kebijakan yang tersedia serta makna dari pelaksanaan 
perkarantinaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan norma 
internasional terkait. 
a. Sasaran Strategis (1) : 

Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran/ekspor 
komoditas pertanian. 

b. Sasaran Strategis (2) :  
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur. 
Sasaran 1 dan 2 merupakan sasaran akhir dari Deptan 
(Outcome/misi) yang capaiannya didukung oleh BKP Kelas  II 
Yogyakarta. 

c. Sasaran Strategis (3)  
Perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian. 

d. Sasaran Strategis (4) 
Mendukung terwujudnya keamanan pangan 

e. Sasaran Strategis ( 5) 
Fasilitasi perdagangan dan ekspor produk pertanian 
Sasaran 3, 4 dan 5 merupakan dampak dari outcome program yang 
dihasilkan BKP Kelas  II Yogyakarta atau menjadi outcome antara 
untuk mencapai sasaran akhir. 

 
B. PERSPEKTIF PELANGGAN 

Sasaran Strategis (6) : 
Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelayanan dan pengawasan 
karantina. Sasaran no 6 merupakan output BKP Kelas  II Yogyakarta 
yang berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang telah 
disetujui dalam implementasi pilot project  anggaran berbasis kinerja 
tahun 2008/2009, output organisasi tersebut merupakan hasil program 
BKP Kelas  II Yogyakarta. Seluruh sasaran strategis pada perspektif 
stakeholder hanya akan tercapai apabila hasil program yang berada 
dibawah kewenangan BKP Kelas  II Yogyakarta tersebut tercapai.  
 

C. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL 
 
Inti dari sasaran strategik dalam Perspektif Internal Process ini  berfokus 
kepada kegiatan utama/inti dari BKP Kelas  II Yogyakarta sesuai  dengan 
tugas pokok dan fungsinya.  
 
a. Sasaran Strategis (7): 

Melaksanakan kegiatan teknis operasional berbasis sistem 
perlindungan dan kepentingan perekonomian nasional 
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Penyelenggaraan karantina pertanian dimulai dari aspek 
perencanaan, dan aspek strategik ini menjadi tugas pokok dan fungsi 
BKP Kelas  II Yogyakarta. Kebijakan, standar, teknik dan metoda yang 
disusun dan dilaksanakan BKP Kelas  II Yogyakarta mencakup 
bidang-bidang strategik dalam penyelenggaraan karantina pertanian. 

 
Kebijakan berbasis sistem perlindungan diperlukan untuk memelihara 
keharmonisan operasional perkarantinaan terhadap sistem 
perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian. Setiap kebijakan 
karantina yang berdampak pada kepentingan publik akan selalu di 
lakukan konsultasi publik yang memadai sesuai dengan kaidah 
penyusunan peraturan publik dan tidak bertentangan dengan standar 
dan ketentuan internasional. 

 
Perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian pada dasarnya 
merupakan wujud dari kepentingan perekonomian nasional 
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. 

b.  Sasaran Strategis (8) 
Meningkatkan kemampuan deteksi resiko melalui pengembangan 
teknik dan metoda. 

 
Agar system perlindungan terhadap masuknya resiko dapat efektif 
maka diperlukan kemampuan didalam memperoleh informasi resiko, 
cara-cara mendeteksi yang efektif, cepat dan akurat, serta teknik dan 
metoda memperlakukan resiko agar dapat dikendalikan masuk dan 
menyebarnya. BKP Kelas  II Yogyakarta akan melakukan kerjasama 
dengan pihak kompeten dibidang Ilmu Pengetahuan seperti perguruan 
tinggi, professional, dan Negara mitra agar tingkat kepercayaan 
pengendalian resiko dapat diterima. 

 
c.  Sasaran Strategis (9) 

Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi. 
 

Setelah BKP Kelas  II Yogyakarta menyusun kebijakan dan program 
dalam penyelenggaraan karantina pertanian sesuai dengan bidang 
strategik sistem perkarantinaan, sasaran strategis berikutnya adalah 
meningkatkan sosialisasi, dan pelayanan informasi kepada 
customer/pengguna jasa/masyarakat. Target sasaran strategik 
tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun 
kesadaran dan komitmen, agar semua pihak berkepentingan 
mengetahui segala hal berkaitan dengan perkarantinaan sesuai yang 
dibutuhkan. 



38 

 

Rencana Strategis BKP Kelas  II Yogyakarta 2010 -2014 

Kemampuan mengkomunikasikan segala hal yang berguna untuk 
diketahui publik sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 
BKP Kelas  II Yogyakarta di dalam mewujudkan target kerja dan 
kinerjanya. Komunikasi yang tepat membuat citra BKP Kelas  II 
Yogyakarta menjadi lebih baik. Kesalahan persepsi antara publik 
dengan BKP Kelas  II Yogyakarta akan berhasil dihilangkan. Semua 
hal itu akan memudahkan BKP Kelas  II Yogyakarta mendapatkan 
dukungan yang kuat dari publik dan pemangku kepentingan 
(stakeholder) lainnya dalam menjalankan strategi yang telah disusun. 

 
Indikator Kinerja Utama: 
a. Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK 

dan OPTK, serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan 
Pangan. 

b. Efektifitas Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk Tertentu. 
c. Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina 

Pertanian. 
 

Indikator Kinerja Kegiatan: 
a. Volume dan Frekuensi Tindakan Karantina Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) 
b. Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional 

Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebiajakan, 
Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan. 

c. Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang 
disertifikasi Karantina Pertanian 

d. Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa. 
 

Kegiatan Utama: 
a. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis perkarantinaan dan 

keamanan hayati berdasarkan berdasarkan strategi yang 
berdampak penting terhadap peningkatan kinerja pengawasan dan 
pelayanan sesuai ruang lingkup perspektif stakeholder. 

b. Menyiapkan pelayanan informasi interaktif, kebijakan terkini dan 
melalui media yang efektif seperti pemanfaatan TI. 

c. Bimbingan teknis pads pihak ketiga diarahkan untuk mendukung 
agar sebagian tanggung jawab yang melibatkan/dilimpahkan pada 
pihak ketiga dapat terlaksana sesuai standar yang telah ditentukan. 

 
d.  Sasaran Strategis (10) 

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan 
kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional. 



39 

 

Rencana Strategis BKP Kelas  II Yogyakarta 2010 -2014 

Target sukses 'nilai tambah, daya saing, dan ekspor' yang akan 
diwujudkan melalui perlindungan sumberdaya alam hayati, fasilitasi 
perdagangan dan aspek keamanan pangan tidak hanya menjadi tugas 
BKP Kelas  II Yogyakarta semata. Kewenangan BKP Kelas  II 
Yogyakarta sangat terbatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kenyataannya, banyak faktor 
penentu keberhasilan pembangunan pertanian berada di luar 
kewenangan Kementerian Pertanian umumnya dan BKP Kelas  II 
Yogyakarta Khususnya. Atas dasar itu, salah satu sasaran strategik 
yang harus dijalankan oleh BKP Kelas  II Yogyakarta adalah 
meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan semua 
pihak terkait. 

 
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini perlu dijalankan oleh BKP 
Kelas  II Yogyakarta sebagai wahana komunikasi kebijakan untuk 
menjamin tersedianya dukungan yang selaras dari instansi pemerintah 
terkait lainnya sehingga kebijakan dan program pembangunan 
pertanian yang sebagiannya disusun BKP Kelas  II Yogyakarta 
terlaksana secara efektif dan efisien. 

 
Seperti telah disampaikan dimuka bahwa keberhasilan BKP Kelas  II 
Yogyakarta sangat juga ditentukan oleh bagaimana membina 
hubungan dan melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar 
negeri terlebih pada era global yang berdampak sifat sating 
ketergantungan. Oleh karenanya meningkatkan kerjasama nasional 
dan internasional sanga penting dilakukan karena sangat erat 
kaitannya dengan keberhasilan pencapaian misi dan visi harapan 
stakeholder dan customer. 

 
e.  Sasaran Strategis (11): 

Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan 
pengawasan yang konsisten terhadap Kebijakan, standar, teknik dan 
metoda karantina. 

 
Aspek pelayanan dan pengawasan sesungguhnya merupakan 
cerminan nyata kinerja BKP Kelas  II Yogyakarta yang dapat dilihat 
oleh pihak-pihak berkepentingan, dengan kata lain merupakan bentuk 
operasional dari BKP Kelas  II Yogyakarta. Oleh karena itu indikator 
utama yang berkaitan dengan sasaran strategis tersebut adalah 
kesesuaiannya terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang 
telah ditetapkan pada sasaran strategik 7 dan 8. 
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f.  Sasaran Strategis (12): 
Meningkatkan monitoring dan penegakan hukum . 
Sasaran strategis ini diperlukan untuk menumbuhkan peran serta dan 
tanggung jawab pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. 
Fungsi monitoring juga diharapkan akan memberi umpan balik dalam 
penyempurnaan kebijakan, standar, teknik dan metoda yang telah 
direncanakan sebelumnya. 

 
D. PERPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 

 
g.  Sasaran Strategis (13): 

Pengembangan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah 
memadai. 
SDM merupakan asset utama organisasi (human capital). Atas dasar 
itu, kompetensi dan kesejahteraan SDM harus menjadi perhatian 
utama supaya SDM tersebut memiliki kemampuan teknis dan motivasi 
tinggi di dalam menjalankan pekerjaan. BKP Kelas  II Yogyakarta 
memiliki cukup keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi 
SDMnya sesuai dengan kebutuhan strategi organisasi. 

 
Kendatipun BKP Kelas  II Yogyakarta memiliki keterbatasan di dalam 
memperbaiki kesejahteraan pegawainya, namun meningkatkan 
kesejahteraan pegawai dapat diyakini berkontribusi dalam 
peningkatan kinerja melalui berbagai cara yang dimungkinkan, 
perbaikan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan perhatian 
serius. Bagaimanapun juga, kompetensi dan kesejahteraan yang 
tinggi akan meningkatkan kinerja pegawai BKP Kelas  II Yogyakarta. 

  
h.  Sasaran Strategis (14) 

Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan 
sistem informasi yang handal dan terintegrasi. 

 
Teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak organisasi di dalam 
meningkatkan kinerjanya. Sistem teknologi informasi yang handal bisa 
menjadi salah satu aset utama dari organisasi (information capital). 
Sebagai organisasi modern, BKP Kelas  II Yogyakarta harus 
mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk 
mendukung upaya perwujudan strategi BKP Kelas  II Yogyakarta. 

 
Sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan untuk melakukan 
pemeriksaan dan tindakan karantina pada umumnya. Kebutuhan 
sarana dan prasarana berkaitan dengan implementasi standar 



41 

 

Rencana Strategis BKP Kelas  II Yogyakarta 2010 -2014 

pelayanan minimal , oleh karena itu diperlukan juga standar 
kebutuhan sarana untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan. 
Walaupun beberapa sarana operasional dapat dibebankan kepada 
pengguna jasa, namun perlu dikaji dan diidentifikasi lebih lanjut apa 
yang strategis perlu dimiliki oleh BKP Kelas  II Yogyakarta sendiri 
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas 
pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan 
Pangan yang tidak ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) 

 
j.   Sasaran Strategik (15) 

Meningkatkan efektifitas pengendalian intern. 
 

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh tugas 
pokok dilaksanakan dalam rangka mendorong pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran maka pelu diselenggarakan pengendalian yang 
menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

 
Indikator Kinerja Utama: 
Tingkat implementasi unsur unsur pengendalian internal terhadap 
target rencana yang diukur dari: 
a. Terciptanya transparansi dan integritas; 
 Kualitas opini laporan keuangan 
 Kualifikasi laporan kinerja; 
 Ketepatan penyampaian laporan keuangan dan kinerja 

b. Tingkat kecukupan sarana/fasilitas kerja; 
 Indeks kepuasan pelayanan internal 
 Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap standar 

kebutuhan. 
c. Prosentase peningkatan kualitas ketatalaksanaan. 
 Jumlah prosedur operasional standar yang disusun dan 

implementasi sesuai rencana. 
 Tingkat kepatuhan aparatur terhadap prosedur operasional 

standar. 
 
Kegiatan Utama: 
a. Melakukan penilaian awal terhadap implementsi unsur unsur 

pengandalian internal. 
b. Menyusun dan melengkapi pedoman umum dan teknis pelaksanaan 

pengendalian intern. 
c. Melakukan analisa resiko dalam rangka pengendalian. 
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d. Mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan melaksanakan 
kegiatan pengendalian operasional dan pelaksanaan administrasi 
anggaran. 

e. Menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian 
operasional yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan system 
pelaporan yang ringkas dan 'real time' tanpa memberi beban berarti 
terhadap operasional yang telah berlangsung. 

 
E. PERSPEKTIF KEUANGAN 

 
a.  Sasaran Strategis (16) 

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan anggaran. 
 

Perspektif Capacity Building dan Financial merupakan fondasi dasar 
bagi BKP Kelas  II Yogyakarta di dalam rantai penciptaan nilai. 
Walaupun bukan organisasi pencari laba, BKP Kelas  II Yogyakarta 
tetap harus berjuang mendapatkan anggaran yang optimal sesuai 
kebutuhan organisasi. Perjuangan anggaran ini merupakan langkah 
strategik di dalam aspek keuangan. Setelah anggaran diperoleh, maka 
BKP Kelas  II Yogyakarta juga harus berusaha memanfaatkan 
anggaran tersebut secara optimal. 

 
3.3.2. KEBIJAKAN OPERASIONAL  
 

A. KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL DISUSUN DENGAN 
KONPREHENSIF DAN AKUNTABEL. 
 
Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan 
keamanan hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina 
merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan 
karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat 
berupa peraturan/keputusan Menteri atau keputusan kepala BKP Kelas  
II Yogyakarta. 
 
Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang 
bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional 
perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat 
strategik kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari 
pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina; 
 
Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang 
perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan 
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pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 
2000 merupakan rangkaian dari kesatuan system kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina 
tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan 
perlindungan tumbuhan nasional (National Plant Protection Organization 
- NPPO)  
 
Untuk berhasilnya fungsi pencegahan masuknya ancaman resiko HPHK, 
OPTK dan Pangan yang tidak sehat dan aman kedalam negeri, maka 
diperlukan adanya diskripsi resiko yang tepat dan dapat dipercaya 
(karena berhubungan dengan dunia internasional), kemudian resiko 
tersebut dikelola dengan cara/teknik dan metoda yang akurat, cepat dan 
efisien. Akurat artinya focus pada resiko yang akan dikendalikan serta 
menggunakan teknologi terpilih yang diakui sesuai perkembangan ilmu 
pengetahuan, cepat berarti tidak berdampak pada hambatan lalulintas 
perdagangan komoditas dan arus penumpang, atau berdampak minimal 
pada arus barang dan manusia, efisien artinya telah melakukan pilihan 
terbaik didalam metoda implementasinya sehingga tidak berkesan 
berbelit belit karena akan menurunkan tingkat akuntabilitas. 
 
Dalam proses penyusunan sebuah peraturan / kebijakan karantina maka 
kebijakan operasional diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat 
kesiapan implementasinya (Policy readiness). Setiap kebijakan 
yang diberlakukan harus telah siap dari seluruh aspek yang 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan/operasionalnya ditingkat 
lapangan, baik berupa kesiapan dari aspek sumberdaya maupun 
dukungan dari pihak pihak terkait. Oleh karena itu maka diperlukan 
penyusunan kebijakan karantina yang konprehensif dan akuntable. 
 

B. CAKUPAN PENGENDALIAN MASUKNYA RESIKO DIOPTIMALKAN 
DAN DIARAHKAN PADA MEDIA PEMBAWA YANG BERESIKO 
TINGGI DAN BERDAMPAK PENTING BAGI PEREKONOMIAN 
NASIONAL 
 
Sebagaimana telah diketahui bahwa kompleksnya media pembawa 
ancaman resiko yang ada saat ini karena dampak globalisasi dan 
perdagangan, serta semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya 
manusia dan kemampuan investasi selain tuntutan efisiensi, maka 
diperlukan pilihan strategis didalam mengelola ancaman resiko. Oleh 
sebab itu maka kebijakan teknis operasional karantina perlu diarahkan 
pada media pembawa yang secara signifikan beresiko tinggi dan 
berdampak penting pada perekonomian nasional, dengan demikian 
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maka diperlukan penggolongan media pembawa berdasarkan tingkat 
resiko yang telah diidentifikasi sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. 
Disamping itu untuk lebih meningkatkan efektifitas pengendalian resiko 
maka BKP Kelas  II Yogyakarta perlu mempertimbangkan untuk 
menetapkan tempat tempat pemasukan dan pengeluaran bagi media 
pembawa yang beresiko tinggi. 
 
 
 

C. WAWASAN KARANTINA KEPULAUAN 
 
Sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam hayati Indonesia yang 
beragam dan tersebar dibeberapa kepulauan, maka hal ini memberi 
peluang bagi fungsi perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan 
penyakit karena adanya barrier alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu 
lima tahun kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit 
perlu diarahkan pada implementasi prinsip 'karantina kepulauan’. 
 
Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit, 
karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsip-
prinsip penetapan area atau 'zona' sesuai ketentuan internasional, dan 
adanya barrier alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan 
kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada 
dasarnya merupakan cara pandang kedepan yang lebih baik bagi 
karantina pertanian di Indonesia karena telah selaras dengan arah 
kebijakan dibidang 'Peternakan dan Kesehatan Hewan' sesuai 
penjelasan yang tertuang didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 
2009, dimana yang dimaksud dengan "zona dalam suatu negara" adalah 
bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan 
populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan 
efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas. 
 

D. MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN 
KARANTINA PERTANIAN 
 
Sebagaimana realisasi kinerja BKP Kelas  II Yogyakarta dalam kurun 
waktu 2005-2009 dan yang sedang berjalan saat ini, BKP Kelas  II 
Yogyakarta telah memulai pelaksanaan kebijakan mengikutsertakan 
masyarakat didalam penyelenggaraan karantina pertanian. Kegiatan 
yang telah terlaksana dengan baik dan terus akan dikembangkan antara 
lain adalah kegiatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya karantina pertanian, fungsi karantina 
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berupa sebagian Kegiatan tindakan karantina sudah mengikutsertakan 
masyarakat antara lain yaitu perlakuan fumigasi, penetapan instalasi 
pihak ketiga, dan kegiatan lainnya berupa penyediaan sarana dan 
prasarana yang dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan 
tindakan karantina. 
 
Kebijakan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan 
karantina dalam kurun lima tahun kedepan akan terus dikembangkan 
baik dalam hal keikutsertaan penyediaan sarana maupun personal yang 
di akreditasi untuk dapat melaksanakan tindakan karantina hewan 
maupun tumbuhan. Dengan demikian paket-paket yang tertuang dalam 
SKIM AUDIT BKP Kelas  II Yogyakarta yang telah aktif pada saat ini 
yaitu SKIM audit Fumigasi dan Instalasi akan terus diperluas 
pengembangannya. 
 

E. MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP REFORMASI DIBIDANG 
BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN OPERASIONAL 
PENGAWASAN DAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG 
PERKARANTINAAN PERTANIAN 
 
Bahwa wujud dari kinerja BKP Kelas  II Yogyakarta sesungguhnya 
dicerminkan dari seberapa baik pengawasan dan pelayanan publik 
dibidang perkarantinaan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa 
didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah dinyatakan 
bahwa reformasi dibidang birokrasi merupakan flatform yang telah 
ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 
(Good Governance), yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan 
efektif. 
 
Didalam implementasinya reformasi dibidang birokrasi dapat terbagi 
didalam beberapa focus prioritas yang membidanginya. Salah satunya 
adalah format baru system perencanaan dan penganggaran yang 
sedang disusun pada saat ini, termasuk renstra BKP Kelas  II 
Yogyakarta 2010-2014 ini tidak lain merupakan wujud dari reformasi 
dibidang perencanaan dan penganggaran. Dalam kurun lima tahun 
kedepan BKP Kelas  II Yogyakarta akan aktif turut serta dan berupaya 
semaksimal mungkin mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi 
birokrasi di berbagai bidang yang secara sistematis akan dituangkan 
didalam perencanaan kinerja tahunan. 
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Manajemen operasional pengawasan dan pelayanan karantina akan 
terus dikembangkan menuju profesionalisme melalui peningkatan system 
manajemen mutu pelayanan sebagaimana yang telah dan sedang 
dikembangkan pada saat ini. 
 

F. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG EFEKTIF 
 
Sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam PP 60 Tahun 2008, 
maka system pengendalian intern di lingkungan unit organisasi BKP 
Kelas  II Yogyakarta akan diarahkan menjadi proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang 
memadai atas tercapainya Visi, Misi, Tujuan organisasi melalui: 
a. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program 

dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh BKP Kelas  II 
Yogyakarta;  

b. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun;  
c. Pengamanan asset Negara yang dikelola BKP Kelas  II Yogyakarta; 

dan  
d. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 
 
Keenam arah kebijakan tersebut merupakan arahan umum yang bersifat 
strategis yang akan disepakati dalam penyelenggaraan karantina 
pertanian dan pengawasan keamanan hayati dalam kurun lima tahun 
kedepan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pimpinan 
BKP Kelas  II Yogyakarta dapat memberikan arahan prioritas dalam 
penyusunan rencana kerja tahunan sesuai hasil hasil evaluasi dan 
perkembangan kebijakan kementerian pertanian maupun kebijakan 
nasional dibidang pangan dan pertanian. 
 

3.3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

Strategi pada dasarnya merupakan langkah nyata BKP Kelas  II Yogyakarta 
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan nasional 
dibidang reformasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Surat 
Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 
0142/M.PPN/06/2009, dan Nomor SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 
maka strategi BKP Kelas  II Yogyakarta berupa program dan kegiatan 
ditentukan mengikuti kaidah kaidah penyusunan sesuai dengan pedoman 
teknis restrukturisasi program dan kegiatan.  
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Pada periode perencanaan 2010-2014 BKP Kelas  II Yogyakarta ditetapkan 
memiliki 1 (satu) Program dalam rangka menghasilkan 'outcome' untuk 
mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Deptan, dan 
merencanakan 1 Kegiatan untuk menghasilkan output-output untuk 
mendukung tercapainya `outcome' yang ditetapkan. 
 
Rincian program dan kegiatan BKP Kelas  II Yogyakarta 2010-2014 adalah 
sebagai berikut: 
 
PROGRAM: 
Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan 
Keamanan Hayati. 
 
KEGIATAN: 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian Dan Pengawasan 
Keamanan Hayati. 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA: 
a. Efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan 

OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan. 
b. Efektifitas ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu. 
c. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian. 
 
 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: 
a. Volume dan frekuensi tindakan karantina pertanian dan pengawasan 

keamanan hayati (sertifikasi karantina). 
b. Persentase (%) peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan 

karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan 
metoda yang diberlakukan. 

c. Persentase (%) penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi 
karantina pertanian. 

d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Rencana Strategis BKP Kelas  II Yogyakarta 2010-2014 (RENSTRA - BKP KELAS  
II YOGYAKARTA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan 
Karantina Pertanian 2010-2014 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis 
reformasi perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan 
Departemen Keuangan. 
 
Secara umum pentahapan reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran 
berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan 
Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Beberapa tahapan 
yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan antara lain yaitu:  
 
a. Uji Coba RKAKL format baru; 
b. Evaluasi hasil restrukturisasi program dan Kegiatan;  
c. Penyempurnaan system costing;  
d. Penyusunan system pengukuran kinerja; 
e. Penyempurnaan system Monitoring dan evaluasi, dan 
f. Pengembangan basis data perencanaan terintegrasi. 
 
Berdasarkan tahapan implementasi reformasi dibidang perencanaan dan 
penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan 
dilakukan pada Renstra BKP Kelas  II Yogyakarta ini mengikuti dinamika strategis 
yang berkembang. 

 
 
 


